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BUPATI  BULUKUMBA 

PROVINSI SULAWESI SELATAN 
 

 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA 

                                          NOMOR  3 TAHUN 2020            

  
TENTANG 

 
 PEMBENTUKAN KOMISI INFORMASI DAERAH 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI BULUKUMBA, 

 
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, komisi 
informasi di tingkat daerah yaitu Komisi Informasi 
Kabupaten, maka Peraturan Daerah Kabupaten   Nomor 

7 Tahun 2011 tentang Pembentukan Komisi Informasi 
dan Partisipasi Publik di Kabupaten Bulukumba perlu 

dilakukan pencabutan; 
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang- 

Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik, Komisi Informasi terdiri atas Komisi 
Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi, dan jika 
dibutuhkan dapat dibentuk Komisi Informasi Kabupaten; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Daerah tentang Komisi Informasi Daerah; 
 
 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang–Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi  (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1822); 

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang 
Kebebasan Mengemukakan Pendapat (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1998  Nomor  181, Tambahan 
Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor  3789); 

4. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 

5. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
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6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 

Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4150); 

7. Undang–Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 

Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 387); 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang 
Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4252); 

9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5038); 

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6398); 

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015  Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010  Nomor 99, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
157); 
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Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA 
dan 

BUPATI BULUKUMBA 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI 

INFORMASI DAERAH. 

 
 

BAB I  
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:   
1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Bupati adalah Bupati Bulukumba. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah 
lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah. 

6. Masyarakat yang selanjutnya disebut Publik adalah masyarakat kabupaten 
Bulukumba. 

7. Kebijakan Publik adalah serangkaian tindakan yang diusulkan oleh publik 
atau badan publik yang telah disahkan/ditetapkan dalam bentuk aturan. 

8. Pemohon adalah setiap orang dan atau subyek hukum yang meminta 

informasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini. 
9. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang 

mengandung nilai,makna, dan pesan, baik data, fakta maupun 
penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan 
dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan 

teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non 
elektronik. 

10. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, 

dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan 
penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan 

penyelenggaraan Badan Publik lainnya. 
11. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain 

yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, 

yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan 
dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, 

atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya 
bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau 
anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, 

dan/atau luar negeri. 
12. Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk 

menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik. 

13. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang 
bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, 

penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik. 
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14. Pertemuan publik adalah pertemuan yang dilaksanakan oleh badan publik 
dalam rangka perumusan, penyusunan, penetapan, sosialisasi dan evaluasi 

tentang kebijakan publik. 
15. Prosedur berdampak publik adalah segala prosedur pengelolaan 

pemerintahan di lingkungan Pemerintahan Daerah dan DPRD, serta 
lembaga lainnya yang menggunakan dana pemerintah. 

16. Rapat kebijakan publik adalah rapat di lingkungan Pemerintah Daerah, 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Badan 
Usaha Milik Negara, asosiasi/himpunan, yang berdampak pada warga 
Kabupaten Bulukumba. 

17. Komisi Informasi Daerah yang selanjutnya disingkat KI, adalah lembaga 
mandiri yang berfungsi menjalankan peraturan daerah ini dan menetapkan 

petunjuk teknis standar layanan informasi dan partisipasi publik dan 
menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau 
ajudikasi nonlitigasi. 

18. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan 
publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak 
memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-

undangan. 
19. Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak 

melalui bantuan mediator Komisi Informasi Kabupaten. 
20. Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara 

para pihak yang diputus oleh Komisi Informasi Kabupaten. 

21. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau 
badan publik sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini. 

22. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi 
publik sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini. 

23. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum 

Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana 
diatur dalam peraturan daerah ini. 

 

BAB II 
ASAS 

 
Pasal 2 

 

Keterbukaan Informasi  Publik dilaksanakan berdasarkan asas: 
a. asas kepastian hukum; 

b. asas kepentingan umum; 
c. asas keterbukaan; 
d. asas akuntabilitas; dan 

e. asas proporsionalitas; 
 
 

BAB III 
MAKSUD DAN TUJUAN 

 

Pasal  3 
 

(1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai dasar dalam penyebarluasan 
informasi di Daerah. 

(2) Peraturan Daerah ini bertujuan: 

a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan 
kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan 

keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; 
b. mendorong komitmen badan publik akan keterbukaan informasi publik 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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c. membangun kesadaran masyarakat tentang haknya terhadap informasi; 
d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, 

efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; 
e. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup 

orang banyak; 
f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan 

bangsa; dan/atau meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di 

lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang 
berkualitas; dan 

g. menjadi pedoman dalam rangka pembentukan dan pelaksanaan       

tugas KI. 
 

 

BAB IV 
KOMISI INFORMASI 

 

 

Bagian Kesatu 

Pembentukan dan Kedudukan 
 
 

Pasal  4 
 
 

(1) Untuk melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik maka dibentuk KI. 

(2) KI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di Daerah. 
(3) KI dibentuk paling lambat 3 (tiga)  bulan sejak diundangkannya Peraturan 

Daerah ini. 
 

Bagian Kedua 
Susunan 

 
 

Pasal 5 
 

 

(1) Anggota KI berjumlah 5 (lima) orang yang mencerminkan unsur pemerintah 
dan unsur masyarakat. 

(2) Komposisi keanggotaan KI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat 

memperhatikan keterwakilan perempuan. 
(3) Unsur pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan 

Pegawai Negeri Sipil atau pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk 

oleh Bupati melalui Keputusan pada saat menjadi calon anggota KI. 
(4) KI dipimpin oleh seorang ketua merangkap anggota dan didampingi oleh 

seorang wakil ketua merangkap anggota. 
(5) Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh para anggota KI. 
(6) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dengan 

musyawarah seluruh anggota komisi informasi dan apabila tidak tercapai 
kesepakatan dilakukan pemungutan suara. 

 
Bagian Ketiga 

Tugas 
 

Pasal 6  
 

KI bertugas: 

a. menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi publik di daerah 
melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi; 

b. melakukan konsultasi dengan berbagai pihak mengenai berbagai 
permasalahan menyangkut pelaksanaan Peraturan Daerah ini; 

c. menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis implementasi 

keterbukaan informasi publik; dan 
d. memberikan laporan kepada Bupati dan DPRD setahun sekali, atau 

sewaktu-waktu jika diminta.  
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Bagian Keempat 
Wewenang 

 

Pasal 7 
 

(1) Dalam menjalankan tugasnya, KI memiliki wewenang: 
a. memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa; 

b. meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan 
Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan 
Sengketa Informasi Publik; 

c. meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik ataupun 
pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian Sengketa Informasi 
Publik; 

d. mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam 
Ajudikasi nonlitigasi penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan 

e. membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga 
masyarakat dapat menilai kinerja KI. 

(2) Kewenangan KI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kewenangan 

penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten. 
 

 

Bagian Kelima 
Pertanggungjawaban 

 
 

Pasal 8 
 

(1) KI bertanggung jawab kepada Bupati dan menyampaikan laporan tentang 
pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada DPRD setiap tahun 
dalam masa periodenya. 

(2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan 
laporan keuangan yang berdasarkan rencana kerja atau program kerja KI. 

(3) Laporan lengkap KI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka 

untuk umum. 
 

 

Bagian Keenam 
Sekretariat dan Penatakelolaan Komisi Informasi 

 

Pasal 9 
 

(1) Dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola dilaksanakan oleh 
Sekretariat KI. 

(2) Sekretariat KI dilaksanakan oleh pejabat yang mempunyai tugas dan 

wewenang di bidang komunikasi dan informasi. 
(3) Untuk penetapan komisioner periode berikutnya, Kepala Sekretariat KI  

mengajukan usulan pembentukan panitia seleksi kepada Bupati, paling 

lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota KI. 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas KI sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati. 
 
 

Bagian Ketujuh 
Pengangkatan dan Pemberhentian 

 
Pasal 10 

 
(1) Syarat pengangkatan anggota KI 

a. Warga Negara Indonesia; 

b. memiliki integritas dan tidak tercela; 
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c. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam 
dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih; 

d. memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang keterbukaan Informasi 
Publik sebagai bagian dari hak asasi manusia dan kebijakan publik;  

e. memiliki pengalaman dalam aktivitas Badan Publik; 
f. bersedia melepaskan keanggotaan dan jabatannya dalam Badan Publik 

apabila diangkat menjadi anggota KI; 

g. bersedia bekerja penuh waktu; 
h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun; 
i. sehat jiwa dan raga; 

j. pendidikan minimal Strata Satu; dan 
k. tidak sedang  menjadi pengurus partai politik saat mendaftar dan 

menjadi anggota KI. 
(2) Rekruitmen calon anggota KI dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara 

terbuka, jujur, dan objektif, dengan membentuk panitia seleksi calon yang 

ditetapkan  dengan Keputusan Bupati. 
(3) Jumlah panitia rekruitmen calon  anggota KI maksimal 7 (tujuh) orang 

yang terdiri dari unsur eksekutif,  Lembaga Swadaya Masyarakat, 

Perguruan Tinggi, Tokoh masyarakat dan Pers. 
(4) Daftar calon anggota KI hasil rekruitmen  wajib diumumkan kepada 

masyarakat melalui media cetak. 
(5) Panitia seleksi memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk 

mengajukan penilaian terhadap calon anggota KI secara tertulis dalam 

waktu yang ditentukan. 
 

Pasal 11 
 

(1) Calon anggota KI  hasil rekruitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 

ayat (4) diajukan kepada DPRD  oleh Bupati paling rendah 10 (sepuluh) 
orang calon dan paling tinggi 15 (lima belas) orang calon dengan 
melampirkan pendapat dan penilaian masyarakat, paling lambat 3 (tiga) 

bulan sejak pendaftaran sejak pendaftaran dibuka dan disampaikan ke 
DPRD. 

(2) DPRD Bulukumba memilih anggota KI  melalui uji kepatutan dan 
kelayakan yang dilakukan oleh alat kelengkapan DPRD atau alat 
kelengkapan lainnya berdasarkan keputusan pimpinan DPRD. 

(3) Hasil uji kepatutan dan kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan  DPRD yang memuat daftar urutan 

peringkat terbaik, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diserahkan oleh 
Bupati. 

(4) Bupati menetapkan anggota KI dengan Keputusan Bupati sebanyak 5 (lima) 

orang berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD paling lambat 1 (satu) 
bulan sesuai daftar urutan peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 

 
 

Pasal 12 

 
(1) Anggota KI diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun. 

(2) Anggota KI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipilih kembali 
untuk satu periode berikutnya. 

 
Pasal 13  

 

(1) Anggota KI berhenti atau diberhentikan karena: 
a. meninggal dunia; 
b. telah habis masa jabatannya; 
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c. mengundurkan diri; 
d. tersangkut pidana atau sedang menjalani proses hukum; 

e. sakit jiwa dan raga dan/atau sebab lain yang mengakibatkan yang 
bersangkutan tidak dapat menjalankan tugas 1 (satu) tahun berturut-

turut; dan 
f. melakukan tindakan tercela dan/atau melanggar kode etik, yang 

putusannya ditetapkan oleh Komisi Informasi Kabupaten Bulukumba. 

(2) Pemberhentian anggota KI dilakukan berdasarkan keputusan KI dan 
diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan. 

(3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan melalui 

Keputusan Bupati. 
(4) Pergantian antar waktu anggota KI dilakukan oleh  Bupati setelah 

berkonsultasi dengan pimpinan DPRD. 
(5) Anggota KI pengganti antar waktu diambil dari urutan berikutnya 

berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan yang telah dilaksanakan 

sebagai dasar pengangkatan anggota KI pada periode dimaksud. 
 

 

 
 

BAB V 
HAK DAN KEWAJIBAN DALAM PELAKSANAAN KETERBUKAAN 

INFORMASI PUBLIK  
 
 

Bagian Kesatu 

Hak  dan  Kewajiban Publik 
 

 

 

Pasal 14 
 

(1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:  

a. melihat dan mengetahui Informasi Publik; 

b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk 
memperoleh Informasi Publik; 

c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai 
dengan peraturan daerah ini; dan/atau 

d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
(3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan 

Informasi Publik dengan mencantumkan identitas diri disertai alasan 
permintaan tersebut. 

(4) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke 

pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat 
hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

 

Pasal 15 
 

 

(1) Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
(2) Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia 

memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan 
sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(3) Setiap Pemohon Informasi berkewajiban menjaga informasi untuk tidak 
menyalahgunakan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
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Bagian Kedua 
Hak dan Kewajiban Badan Publik 

 
 

Pasal 16 

 
(1) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

(2) Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu: 
a. informasi yang dapat membahayakan negara; 

b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari 
persaingan usaha tidak sehat; 

c. informasi yang berkaitan dengan hak pribadi; 

d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau 
e. informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau di dokumentasikan. 

 

 

Pasal 17 
 

(1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan 
Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon 

Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan 

tidak menyesatkan. 
(3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi 
dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien 
sehingga dapat diakses dengan mudah. 

(4) Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan 
yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik. 

(5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), antara lain memuat 

pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan 
keamanan negara. 

(6) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sampai dengan ayat (4), Badan Publik dapat memanfaatkan sarana 
dan/atau media elektronik dan nonelektronik. 

 
 
 

Pasal 18 
 
 

Kewajiban Badan Publik yang berkaitan dengan kearsipan dan 
pendokumentasian Informasi Publik dilaksanakan berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
 
 

BAB VI 

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 
 

 
 

Pasal 19 
 
 

(1) Untuk mewujudkan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan 
sederhana setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi. 
(2) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1),  dibantu oleh pejabat fungsional. 
  

 
 

[ 
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BAB VII 
     KEBERATAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA  

 
 

Bagian Kesatu 

Keberatan 
 

 

 

Pasal 20 
 
 
 

(1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara 
tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 

berdasarkan alasan berikut: 
a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
b. tidak disediakannya informasi berkala sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

c. tidak ditanggapinya permintaan informasi; 
d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta; 
e. tidak dipenuhinya permintaan informasi; 

f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau 
g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam 

peraturan daerah ini. 
(2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf 

g, dapat diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak. 

 
Pasal 21 

 
 

(1) Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu 
paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1). 
(2) Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), 

memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon 

Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari 
kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis. 

(3) Alasan tertulis disertakan bersama tanggapan apabila atasan pejabat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menguatkan putusan yang 
ditetapkan oleh bawahannya. 

 

Bagian Kedua 
Penyelesaian Sengketa  

 

 

Pasal 22 
 
 

(1) Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada KI sesuai 

dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola 
Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan 

Pemohon Informasi Publik. 
(2) Tata cara penyelesaian sengketa informasi publik dilaksanakan dengan 

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
 

Pasal 23 
 

 

 

Putusan KI yang berasal dari kesepakatan melalui mediasi bersifat final dan      
mengikat. 
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BAB VIII 
PEMBIAYAAN 

 

 

Pasal 24 
 
 
 

Anggaran KI dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 
 
 

 
 
 

BAB IX 

SANKSI ADMINISTRATIF 
 

Pasal 25 
 
 

(1) Bagi KI dalam menjalankan tugas dan wewenang tidak sesuai dengan 
mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 akan 

dikenakan sanksi. 
(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: 

a. teguran lisan; dan 

b. teguran tertulis 
 

 

 

BAB X 
KETENTUAN PENYIDIKAN 

 
Pasal 26 

 
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah 

diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan 

atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana 
dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana. 

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu: 

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya 
tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah; 

b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian; 
c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri 

tersangka; 

d. melakukan penyitaan benda atau surat; 
e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang; 

f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau 
saksi; 

g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan 

pemeriksaan perkara; 
h. melakukan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk 

bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan 

merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik 
memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau 

keluarganya; dan 
i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya 
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut 

Umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai 
dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana. 
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BAB XI 
KETENTUAN PIDANA 

 
 

Pasal 27 

 
 

Setiap Orang dan/atau Badan Publik yang melakukan pelanggaran 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dikenakan sanksi sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
 

BAB XII 
KETENTUAN PENUTUP 

 
 

Pasal 28 

 
 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten 

Bulukumba Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan Komisi Informasi dan 
Partisipasi Publik (KIPP) di Kabupaten Bulukumba dicabut dan  dinyatakan 
tidak berlaku. 
 

Pasal 29 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Bulukumba. 
 

Ditetapkan di Bulukumba 
pada tanggal  27 Desember 2019  
 
BUPATI BULUKUMBA, 

             ttd 
                
A. M. SUKRI  A. SAPPEWALI                                       

 
Diundangkan  di Bulukumba 
pada tanggal  3 Januari 2020 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA, 

     ttd 
 

A. B. AMAL 
 
   LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2020 NOMOR 3  

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM 
 

 
 
DR.ASNARTI SAID CULLA, S.H,M.H 

Pangkat : Pembina Tk. I 
 

 
NO.REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA PROVINSI 

SULAWESI SELATAN NOMOR: B.HK.HAM.003.3.20 



 

 

 

13 
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PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA 
NOMOR  3  TAHUN  2020 

  
TENTANG 

 

 PEMBENTUKAN KOMISI INFORMASI  KABUPATEN  
 

I. UMUM 

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 
28 F disebutkan bahwa setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan 

memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan 
sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan 
menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang 

tersedia. Untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam 
memperoleh Informasi, perlu dibentuk undang undang yang mengatur 
tentang keterbukaan Informasi Publik. Fungsi maksimal ini diperlukan, 

mengingat hak untuk memperoleh Informasi merupakan hak asasi manusia 
sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang 

demokratis.  
Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara 
yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai 

dengan peraturan perundangundangan. Hak atas Informasi menjadi sangat 
penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi 

publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat 
dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi 
juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam 

proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan 
masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi 
Publik.  

Keberadaan Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat 
penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap 

Orang untuk memperoleh Informasi; (2) kewajiban Badan Publik 
menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, 
biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana;  

(3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban Badan Publik 
untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.  

Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas 
Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk 
masyarakat luas. Lingkup Badan Publik dalam Undang-undang ini meliputi 

lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya 
yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(APBN)/(APBD) dan mencakup pula organisasi nonpemerintah, baik yang 

berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga 
swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang 

mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya 
bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar 
negeri. Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan 

tercipta kepemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang 
transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat 

untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki.  
Dengan membuka akses publik terhadap Informasi diharapkan Badan 
Publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada 

pelayanan rakyat yang sebaikbaiknya. Dengan demikian, hal itu dapat 
mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan 
upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), 

dan terciptanya kepemerintahan yang baik (good governance). 
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II. PASAL DEMI PASAL 
Pasal 1 

 Cukup Jelas 
 

Pasal 2 
 
 Huruf a 

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah asas dalam 
negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan 
peraturan perundang-undangan  dan keadilan dalam setiap 

kebijakan penyelenggara negara.  
 

Huruf b 
Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah 
asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara 

yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.  
 
Huruf c 

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan" adalah asas yang 
membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh 

informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang 
penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan 
perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia 

negara.  
 

Huruf d 
Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang 
menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari 

kegiatan penyelenggara negara harus dapat 
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat 
sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

Huruf e 
Yang dimaksud dengan "asas proporsionalitas" adalah asas 
yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban 

penyelenggara negara.  
 

Pasal 3 

 Cukup jelas 
 
Pasal 4 

 Cukup jelas 
 
Pasal 5 

 Ayat (1) 
                     Unsur Masyarakat adalah……………………………. 

        Ayat (2) Cukup Jelas 
        Ayat (3) Cukup Jelas 
        Ayat (4) Cukup Jelas 

        Ayat (5) Cukup Jelas 
        Ayat (6) Cukup Jelas 
 

Pasal 6 
 Cukup jelas 
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Pasal 7 
 Cukup jelas 

 
Pasal 8 

 Cukup jelas 
 
 

Pasal 9 
 Cukup jelas 
 

Pasal 10 
 Cukup jelas 

 
Pasal 11 
 Cukup jelas 

 
Pasal 12 
 Cukup jelas 

 
Pasal 13 

 Cukup jelas 
 
Pasal 14 

 Cukup jelas 
 

Pasal 15 
 Cukup jelas 
 

Pasal 16 
 Cukup jelas 
 

Pasal 17 
  

 Cukup jelas 
 
Pasal 18 

 Cukup jelas 
 

Pasal 19 
 Cukup jelas 
 

Pasal 20 
 Cukup jelas 
  

Pasal 21 
 Cukup jelas 

 
Pasal 22 
 Cukup jelas 

 
Pasal 23 

 Cukup jelas 
 
Pasal 24 

 Cukup jelas 
 
Pasal 25 

 Cukup jelas 
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Pasal 26 

 Cukup jelas 
 

 
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA                   

TAHUN 2019 NOMOR 3 


